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TERPADU BERBASIS l EKNOLOGI INFORN,IASI DALAM RANGKA

I\NENDUKUNG
APLIKASI E.BERPADU

Pada hari ini Senln tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua
Fu uir Dua berternpai di Paoiiarr, karrri yang bertanda ta,rgarl cji bawair irrr.

1 EDWIN PUDYONO MARWIYANTO, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadrlan
Negerl Pacitan, da am hal ini beftindak untuk dan atas nama Pengadilan
Neger Pacitan, berkedudukan di Jaian Yos Sudarso Nomor 02 Kelurahan
Sidoharlo Kecamatan Pacitanm Kabupaten Pacitan Jawa Tlmur selanjutnya
dlsebut PIHAK PERTAMA;

2. Ajun Komisaris Besar Polisi WILDAN ALBERD, S.l.K., M.AP., selaku
Kepala Kepolisian Resor Pacitan, dalam hal ini beatindak untuk dan atas
nama Kepolisian Resor Paciian. berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.
60, Kecamatan Pacitan. Kahupaten Pacitan, ,lawa Tilrrlrr selanjufnya diseblrt
PIHAK KEDUA;

3 ANDI PANCA SAKTI, S.H., se{aku Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Pacitan.
berkedudukan di Jalan WR. Supratman No.14, Kelurahan Sidoharjo
Kecamalan Pacitan KabLrpaten Pacitan, Jawa Timrir selanjlttn}'a disebul
PIHAK KETIGA; dan

4 EKO ARI WIBOWO, A.Md.,IP,S.H.,M.M., selaku Kepala Kantor Rumah
Tahanan Negara Kelas ll B Pacitan, dalam hal in bertndak untuk dan atas
nama Kantor Rumah Tahanan Negara Kelas ll B Pacitan, berkedudukan di
Jalan Ronggowarsito Nomor 5. Kelurahan Baleharjo Kecamatan Pacitan
KabLrpaten Pacitan, Jawa Timur, selanjutnya drsebut PIHAK KEEMPAT;

PIHAK PERTAMA sampai dengan PIHAK KEMPAT, secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK dan secara sendin-sendirl disebut PIHAK, sepakat untuk
rnenandatangani Perjanjlan Kerja Sama tentang Pengembangan dan
lmnam6nt.c qic16m pa,.d'1.^ p'.l.nr la.^r.L Rarh,e;c T6L^^l^.r l.t^.r)<
dalam rangka mendukung Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu
(selanjutnya disebut e-Berpadu), dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal
sebagai berlkut:

Nomor: W14-U23/
Nomor:
Nomor:
Nomor.
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1. bahwa dalam rangka optimalisasi tata kelola dan harrnonisasi
administrasi penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis
teknologi informasi diperlukan pengembangan dan implementasi Sistem
Peradilan Pidana Terpadu berbas s Teknologi lnformasi (selanjutnya
d sebut SPPT-Tl);

2. bahwa PARA PIHAK merupakan komponen utama SPPT-TI yang
mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam Sistem Peradilan
P dana dan

3 bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan Kesinambungan dari
Nota Kesepahaman tentang Pengernbangan dan implementasi Sistem
Peradian Pidana Terpadu Berbasis Tekhnologi antara ft,4ahkamah

Agung Repubiik lndonesia (Nomor: o3/KIvlA,/N KNll2A24, Kementerian
Koordinator B dang Polltik, Hukum. dan Keamanan Republik lndonesia

iilomo., 0 SriJ i( - ioil- .i.a iri Cr20::) Ke ieriei'ian HLhum oan llal' Asasi
l\,4anus a Republik lndonesia (Nomor: l\,1.HH-3.HH 04 05 Tahun 2022);
Kementerian Komunikas dan lnformasi Republik lndonesia (Nomor
1 34/[,4oU/fi/.KO[.4lNF OIHK a4.0121a612a24, Kementer]an Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan PembangunanNasional
(Nomor: NK A4 ll'!,, PPNIAGI2O22): Kejaksaan Repubiik lndonesia (Nornor
4 I ahun 2022) Kepollsian Negara Republik lndonesia (Nomor
NfJ16Nll2O22), Komlsi Pemberantasan Korupsi Republik lndonesia
(Nomor: 33 fahun 2a22), Badan Narkotlka Nasional Republik lndonesia
(Nomor: Nl(/17N |/KAJHK.02|2022IBNN); Badan Siber dan Sandi Negara
Republik lndonesia (Nornor: PERJ.1 1o/KABSSN/HK.07.01 lol6l2a22), dan
Kantor Staf Presiden (Nomor NK-03/KSP/06/2022) pada tanggal 21 Juni
2422

Dengan nremperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan dan
keteniuan ainnya yang menjadi dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor B Tahun 1981 tentan-q Hukum Acara
Pdana (Lembaran Neqara Republ k lndonesia Tahun 1981 Nomor 81,

Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 3258),

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang [\,4ahkamah Agung
Republik lndonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985
Nomor 73: Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 3316)
sebagarmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republrk lndonesia Tahun 2009
Nomor 3 Tambahan Lernbaran Neqara Republik lndonesia Nomor495B)

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3327) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik
indonesla Tahun 2009 Nomor 158 -lambahan Lembaran Negara Republik
lndones a Nomor 5077);

4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik lndonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4168):

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kelaksaan Republik
lndonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4401) sebagairnana

L
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telah drubah dengan Undang-Undang Nomor 1'1 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas U;dang-undang.Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Republik lndonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia .Iahun ^ 
2021

Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor6755)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan

Transa"ksi Eleklronik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008

Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

tentaig Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

lnformlsl dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik lndonesia

iahun 2016 Nomor 251, lambahan Lembaran Negara Republlk lndonesla

Nomor 5952).
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Publik (Lembaran Negara Republik lndonesa Tahun 2008

Tambahan Lembaran Negara Republrk Indonesia Nomor 4846);

lnformasi
Nomor 51,

Publik
112,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

(Lembiran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor

iambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 508):

U ndang-U ndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara

Repubiik lndol.lesia Nomor 143 Tai'r'rbahan Lernbaran lJegara Republik

lndonesia Nomor 5062)

tlndano-Undano Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pernasyarakatan

lLembiran Neiara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165,

Iambahal Lemoa,an Negara Repub'lk lndolesraNomor 68'11

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan

Hubungan Kerja Sama Kepolisian Republik lndonesia (Lembaran Negara

Repubiik lndo;esia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor4910):

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2a19 tentang

Penyeienggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

RepuOtit< tnOonesia Tahun 2019 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6400):

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategr Nasional

Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2018 Nomor 108),

Sistem
lndonesia
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14. Peraturan Presiden Nomor
Pemerintah Berbasis Elektronik
Tahun 2018 Nomor 182);

95 Tahun 2018 tentang
(Lembaran Negara RePublik

15 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data

lndonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 112)

16 Peraturan Kepala Kepolisian Republik lndonesia Nomor 12 Tahun

2014 tentang ianduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik

lndonesia; dan

1. Nora KeseDanaman l\rlalkar1an Agunq Republ'k lndoresia fNono-:
o:/(rr/]nlrllvVt/2022) Kementeriar Ko-o'd'raror B'oa'g Po'rtrl' .HLku'n dan

x"rrinrn ' ntpuolit lndonesia (Nomor - 03/NK-Polhukam/6/2022);
k"."nteii"n Hu(um dan Hak Asasl Manusra Republik lndonesia (Nornor:

nl.Uff-C-nU.O+ 05 fahun 2A22), Kementerian Komunikast dan lnforrnasi
p"o ini. lndo.lps.a (Nnn"or li4iMoll/Vl KolvllNFo/HK 04 ot?]a t2oa?\

k"ir"ntenr. Perencanaan Pen'bangLl',tan Nas'oral/Badan Perelcanaal
Pilb;;gr;r" Nasional (Nomor: 

-NK 04 /M. PPN/06i 2022); Keiaksaan
Reoib i[- tndones,a (Nomor. 4 Tahun 2a22)' Kepolisian Negara Replrbiik
iniLnli,a lt'lu,ror: 

' Ni( 164,/l/2022): Komisi Pemberantasan Korupsr



Republik lndonesia
Republik lndonesia (

omor: 33 Tahun 2 ; Badan Narkotika Nasional(N
Nomori Nl</l ZA,/|/KA"/H K. NN : Badan Siber dan

Sandi Negara Republik lndonesia
612022\; daa Kantor Staf Presiden (
21 Juni 2022.

Nomor; PERJ.1 1 N/HK.07.01/0/(
Nomor NK-03/KSP/06/2022) pada tanggal

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat
dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasa 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Ferjanjian Kerla Sama ni dimaksudkan sebaqai pedoman bagi PARA
PIHAK dalam rangka Pengembangan dan implementasi Sistem Peradilan
Pidana Terpadu berbasrs Teknologi lnformasi dalam rangka mendukung
Aplikasi e-Berpadu.

(2) Perjanjian Kerla Sama ini bertujuan untuk:

a rnengoptimalkan lmplementasi SPPT Tl melalul pedukaran data dan
dokumen, serla pengembangan prosedur serta tata laksana baru pada
administras penanganan perkara tindak pidana pada Aplikasl e-
Berpadu

. mend"kurg p€iaL3anaan tugas dar '.j'rgsr PARA PiHAK
dalam meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian
hukum bagi masyarakat pencari keadilan

c memodernlsasi proses pelimpahan perkara pidana berbasis teknologi
informasit dan

d melakukan ujicoba Aplikasi e-Berpadu untuk administrasi perkara
pidana pra-persidangan dan layanan aplikasi lainnya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a pengembangan dan implementasi SPPT-TI guna mendukung
Aplikasl e-Berpadu;

b. pertukaran dan peningkatan kualitas data dan dokumen admrnrstrasi
penanganan perkara tindak pidana melaluiAplikasi e-Berpadu,

c. pedukaran dan peningkatan kualitas data dan dokumen admlnistrasi
penanganan perkara tindak pidana melalul Aplikasi e-Berpadu,

d. pengamanan data dan informasi oenanganan perkara tindak pidana
yang dipertukarkan dalam Aplikasi e-Berpadu; dan

e. penyarnpaian informasi publik penanganan perkara tindak pidana sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
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Pasal 3

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pengembangan dan lmplementasi SPPT-Tl guna l\4endukung

Apl kasi e'Berpadlr

PIHAK PERTAMA akan melaksanakan sosialiasi Pengembangan dan
lmplementasi SPPT-Tl dalam rangka mendukung Aplikasi e-Berpadu
Kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT;

PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT mengiKuti dan
mengimplementasikan SPPT-TI di instansi masing-masing.

Bagian Kedua

Peftukarandan Peningkatan Kualitas Data dan Dokumen Administrasi Penanganan

Perkara Tindak Pidana melaiui Aplikasi e-Berpadu

PIHAK PERTAMA menerima data dan dokumen berupa permohonan izin
penyitaan, pengeledahan, dan perpanjangan penahanan melalui Aplikasi
e-Berpadu dari PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menerima data dan dokumen berupa permohonan
izin penyitaan, pengeledahan dan perpanjangan penahanan dari PIHAK
KETIGA.

PIHAK PERTAMA memberikan data dan dokumen berupa penetapan
izin bezuk, penetapan penahanan, penetapan pembantaran tahanan dan
Salinan Putusan melaluiAplikasi e-Berpadu kepada PIHAK KEEMPAT.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Data dan Dokumen Elektronik Hasrl Pertukaran Data Admlnistrasi

Penanganan Perkara Tindak Pidana dalam Aplrkasi e-Berpadu

PARA PIHAK sepakat memanfaatkan data dan dokumen eiektronik
hasil pertukaran data dan informasi melaiui Aplikasi e Berpadu guna mendukung
pelaksanaan implementasi SPPT-Tl

Bagian Keempat

Pengamanan Data dan lnformasi Penanganan Perkara Tindak Pidana yang
dipertukarkan dalanT Ap{ikasi e-Berpadu

1. PARA PIHAK sepakat mengamankan data dan informasi Penanganan
perkara tindak pidana yang dipedukarkan dalam Aplikasi e-Berpadu.



2.

PARA PIHAK sepakat meivar,rpaikan iirfoi'nlasi pubiik rJe]lgenar penanganarr

perkara tlndak pidana sesuai dengan keientuan perundang-undangan mengenai

keterbukaan informasi PUblik.

Penyampaian lnformasi Publik Penanganan Perkara Tindak Pidana sesuai dengan

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 4

TUGAS

Pasal 5

KERAHASIAAiI

SOSIALISASI

PARA PiHAK sepakat untuk tidak menyebariuaskan ciata dan iniormasi

oenanqanan oeikara trndak pidana sesuai dengan ketentuan

oeruno'anq undangan menge''la, ketelbu(aan'nrormasl oublil

Baqian Kelima

PARA PiHAK bertarrggiing jawab L,ntuk inelakLikan sosiallsasi, edukasi'

dan penyebarluasan informasi tentang Perjanlian Kerja Sama inl kepada

segenap-jalaran aparatur PARA PIHAK untuk memastikan pengetahuan'

pemahaman dan pelaksanaannya dengan baik.

Soslallsasl sebagairnana dimaksud pada ayat ('1) dapat dilaksanakan

sendlri-sendirl maupun bersama-sarna oleh PARA PIHAK'

(1) Bahwa P!HAK PERTAMA mempunyai tugas:

a. membangun dan mengembangkan Aplikasl e-Berpadu untuk

administrasi penanganan perkara pidana; dan

b memberikan dukungan keamanan data dan informasl dalam
pengembangan dan implementasiAplikasi e-Berpadu

(2) PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK dan KEEMPAT mempunvai tugas'

a menggunakan Aplikasi e-Berpadu dalam administrasi perkara

pidana dan layanan peradilan lainnya; dan

b. memberikan saran untuk penyempurnaan aplikasi e-Berpadu'

(3) PARA PIHAK mempunyai tugas melaksanak€n koordinasi, sinkronisasi

dan pengendalian lmplementasi Perianjian Kerja Sama lni

PARA PIHAK berkewajiban dan bertanggungjawab menjaga kerahasiaan data

dan/atau Lnformasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang

berlaku

Pasal 6

(1)

(2)
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Pasal 7

Segala pembiayaan yai.lg diperiukan uniuk rlleirdukung peiaksarraal-l

Perlanlian Kerja Sama tn dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanla

Negari yang berada pada PARA PIHAK dan sumber lain yang sah dan tidak

mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

PEI\,IANTAUAN DAN EVALUASI

FARA PIHAK rnelakLikai.l pemantai.ian dai'l evaiuasi secara bei'kaia vakr.li 1

(satu) kall dalam 6 (enam) bulan untuk memastikan efektivitas dan daya guna dari

peraksalaan Per,atj,at Kerla Sama ,nr.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Pasal 9

I\,1ASA BERLAKU DAN PERUBAHAN

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Pe,lanjian Keria Sanra ini beriaku dalanr jarrgka wakiu 3 (tiga) tahLrn' ' sejit< ditandat;ngani oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanlang sesLrar

kesepakatan bersama PARA PIHAK.

(2) Setiap perubahan terhadap ketentuan yang ada dalam Perianjian Keria

Sarna ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA
PiHAK daiam bentuk Perubahan Perianjian Kerja Sama (addencium) cjan

rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perlaniian Kerla Sama lnl.

(3) Apabila terdapat pemberlakuan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengakibatkan tidak dapat diiaksanakannya salah satu atau beberapa
'ketentuan 

dalam Perjanjian Kerla Sama ini, maka ketentuan lain yang tidak
bertenlangan cjengan keleniuan peraturan perunciang-undangan tersebut

tetap berlaku.

Segala perbedaan pendapat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Keria

Sama ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya oleh PARA PIHAK dengan cara

musyawarah untuk mufakat.
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Pasal 11

PENUTIJP

PIHAK PERTAMA,

EDWIN PUDYONO MARWIYANTO, S.H., M,H.

KETIGA,

ANDI P NCA SAKTI, S.H

(i) Peijanjian Kerja Sana rfi dibuai dan.lila datairgani pada har, tanggai' ' 
bulin 

'tahun 
dan ternpat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanlian

Kerja Sama inl, dalam rangkap 5 (lima) asll yang masing-masing

mempunyai kekuatan hukum yang sama seteLah diiandatanganl PARA

PIHAK.

(2) Perjanlian Kerla Sama ini dibuat dengan semangal kerlasama yang baik

untuk dipatuhi dan dilaksanakan PARA PIHAK.

PI KEDUA,

ANA l.K. M

Ajun Kom Besar Polisi

PIHAK KEEMPAT,

EKO ARI WIBOWO, A,Md.,IP,S,H.,M.M.


